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KATA PENGANTAR 

 
 

Puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada 

Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya acara Seminar Nasional Geografi II pada 

tanggal 17 November 2018 dapat terlaksana. 

Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program 

Pascasarjana Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Tema yang dipilih yaitu 

mengenai “Pemanfaatan BIG Data dalam Pengembangan Keilmuan Geografi”. Meningkatnya 

penggunaan mobile internet telah memicu terjadinya peningkatan volume informasi secara 

signifikan. Ledakan informasi yang begitu cepat ternyata tanpa disadari telah mengubah pola 

ruang komunikasi dan interaksi yang terjadi di masyarakat. Saat ini hampir sebagian kegiatan 

yang dilakukan oleh masyarakat bergerak di dunia maya. Big Data saat ini sedang ramai 

diperbincangkan di masyarakat karena memiliki peran penting dalam pembangunan dan 

perekonomian negara. Hal ini tidak terlepas dari peran Big Data sebagai suatu sistem 

teknologi yang dikembangkan untuk menanggulangi data yang jumlah dan volumenya tidak 

terbatas. Big Data menjadi sumber informasi untuk mempermudah aktivitas, mengefisienkan 

waktu dan energi serta pengurangan biaya. Begitupula dalam pengembangan keilmuan seperti 

keilmuan geografi Big Data dapat menjadi sumber informasi terutama informasi geospasial. 

Informasi geospasial dan peran Big Data dapat dikombinasikan dengan tujuan efisiensi baik 

waktu, tenaga, biaya dan jarak serta kombinasi tersebut dapat menjadi eksplorasi dalam 

kegiatan perencanaan wilayah. Selain itu Big Data berbasis lokasi banyak dimanfaatkan 

dalam revolusi bisnis. Berdasarkan hal tersebut, Big Data dapat menjadi informasi yang 

bermanfaat terutama dikombinasikan dengan pendekatan, konsep dan prinsip geografi. 

Berangkat dari pemikiran tersebut, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Geografi, Fakultas 

Geografi, Universitas Gadjah Mada bermaksud menyelenggarakan seminar nasional.  

Kegiatan seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi antar mahasiswa, peneliti, 

para ahli dan akademisi di Indonesia, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk penelitian 

dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan memiliki daya guna untuk menunjang 

pengelolaan sumberdaya wilayah yang terpadu, optimal dan berkelanjutan. 

Acara ini tidak dapat terselenggara apabila tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

berkontribusi untuk acara Seminar Nasional Geografi II 2018. 

 
Yogyakarta, April 2019 

 

 

 
Rifki Randa Syafri, S.Pd. 

Ketua Panitia Seminar Nasional Geografi II 2018 
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ABSTRAK 

Sejak tahun 2007, tujuh desa di Tebingtinggi Timur telah masuk dalam skema konsesi Hutan 

Tanaman Industri seluas 10.390 Ha. Akhir tahun 2008 PT LUM (pemegang konsesi) mulai beroperasi 

membangun kanal untuk kepentingan land clearing dan memasukan bibit akasia. Sejak kanalisasi, 

lahan sekitarnya terutama lahan masyarakat mulai mengering dan kebakaran mulai terjadi. Puncaknya 

terjadi pada tahun 2014 yang menghabiskan lahan masyarakat lebih dari 2400 Ha. Tahun 2014 

masyarakat mengundang Presiden Jokowi untuk “Blusukan Asap” di Tebingtinggi Timur. Pasca 

blusukan asap, presiden lewat Menteri LHK (2017) mencabut izin PT LUM dan menyerahkan kelola 

hutan ke 7 desa dengan skema Reforma Agraria-Perhutanan Sosial. Kini (2018) masyarakat sedang 

memproses untuk mengelola hutan tersebut dan berusaha untuk mengeluarkan sebagian dari Hutan 

Desa, khususnya pemukiman dan lahan penghidupan dengan usulan perubahan tata batas wilayah 

hutan agar bisa dikelola dengan aman. Namun bagaimana pengelolaan pasca diberikan kepada 

masyarakat, bagaimana sustainability-nya menjadi pertanyaan banyak pihak, karena menyangkut tata 

kelola hutan yang begitu luas. Kajian ini ingin menggambarkan bagaimana masyarakat 

memperlakukan hutan dan megelola dengan basis kearifan lokal sebagai kekuatan menjaga ekologi 

hutan gambut miliknya. Studi ini dilakukan dengan observasi dan pelibatan langsung ke masyarakat, 

temuan dalam kajian ini menunjukkan tingkat partisipasi warga cukup tinggi dan kehendak untuk 

maju dalam mengelola Hutan Desanya. Poin dari kajian ini mengemukakan bahwa masyarakat 

meyakini, tata kelola lahan gambut dan hutan versi masyarakat cukup mampu memitigasi dari 

datangnya bencana, karena pemanfaatan kearifan lokal sebagai satu cara untuk menjaga ekosistem 

lahan berkelanjutan. 

Kata Kunci: Tebingtinggi Timur, Hutan Desa, Reforma Agraria-Perhutanan Sosial 

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Meranti adalah wilayah Pesisir Riau daratan yang berbatasan dengan Malaysia. 

Dalam banyak kajian ekonomi politik perbatasan/state border (Muta'ali, L, dkk. 2014) negara sering 

menempatkan wilayah-wilayah sejenis ini menjadi ajang kontestasi zona pusat ekonomi wilayah 

perbatasan. Keberadaan wilayah border selalu menjadi zona pertarungan investor asing, karena rezim 

ekonomi politik negara melihat celah akan kemudahan dan keberlangsungannya. Perubahan 

paradigma diharapkan merubah pola dan kebijakan bagaimana menempatkan pembangunan wilayah 

border sebagai pintu masuk diplomasi ekonomi politik nasional (Priangani 2014). Jika tidak ada 

perubahan dan perhatian secara serius, wilayah border akan menjadi “bancakan” para elite baik lokal 

maupun nasional untuk memanfaatkan secara “khusuk” melayani kepentingan pasar dan korporasi. 

Faktanya, dua pulau gambut yang terletak di Meranti bagian barat laut (Pulau Padang) dan bagian 

timur (Sungai Tohor, Tebingtinggi Timur) mendapat sorotan publik secara luas akibat dikonsesikan 

kepada investor besar. Kebetulan pula, keduanya dikuasai oleh perusahaan bubur kertas raksasa Riau 

Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) grup 

milik Sukanto Tanoto. Masyarakat tempatan melawan karena keberadaan perusahaan tersebut 

dianggap merusak lingkungan dan menggerus ekonomi warga yang mengandalkan lahan sebagai basis 

penghidupannya.   

Atas situasi tersebut, warga Sungai Tohor dan sekitarnya berjuang “melawan” perusahaan PT 

LUM (Lestari Unggul Makmur) yang berafiliasi dengan perusahaan bubur kertas Asia Pacific 

Resources International Holding Ltd. (APRIL) yang memegang konsesi Hutan Tanaman Industri 

(HTI) seluas 10.390 hektar. Upaya warga masyarakat selain melakukan protes dan perlawanan di Desa 

Sungai Tohor dan sekitarnya, juga melakukan lobi-lobi politik dari menteri hingga ke presiden. 
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Puncaknya ketika lewat bantuan teman-teman Walhi dan NGO yang berkonsentrasi pada persoalan isu 

lingkungan, membangun gerakan petisi online via change.org agar Presiden Jokowi “blusukan” 

langsung kondisi di Sungai Tohor, sekaligus menuntut dicabutnya izin HTI PT LUM. Di luar dugaan, 

presiden merespons dengan cepat dan mengunjungi Sungai Tohor, Tebingtinggi Timur, Kabupaten 

Kepulauan Meranti.  

Kunjungan presiden ke Sungaitohor bukan isu utama namun memiliki tujuan penting, dan 

menjadi penentu keberhasilan “mengusir PT LUM dari Sungaitohor”. Bagi masyarakat Sungaitohor 

dan sekitarnya, langkah menghadirkan presiden adalah untuk mendengar langsung tuntutan warga dan 

melihat langsung bagaimana ide dan gagasan nyata warga yang mengelola hutan agar terhindar dari 

kebakaran. Pembuatan tebat untuk membendung kanal-kanal versi warga dianggap efektif dan mampu 

meyakinkan presiden saat melihat langsung bagaimana masyarakat berhasil merawat hutan dan 

menghindari kebakaran (Komunikasi dengan Abdul Manan, 2018). Sementara di sisi lain, menurut 

warga, perusahaan terlalu “angkuh” dengan pendiriannya bahwa apa yang dikerjakannya tidak 

menimbulkan kebakaran, namun praktiknya lahan milik PT LUM selalu membawa bencana bagi 

masyarakat. Operasi PT LUM sendiri berlangsung sejak tahun 2009 setelah tahun 2007 secara resmi 

memperoleh izin lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 217/Menhut-II/2007 tentang 

Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT. Lestari 

Unggul Makmur (PT. LUM) Tanggal 31 Mei 2007 seluas 10,390 Hektar. Sejak PT LUM beroperasi 

secara resmi 2009 peristiwa kebakaran semakin akrab dengan warga Sungai Tohor, oleh karena itu 

perlawanan terus dilakukan agar konsesi yang diberikan kepada PT LUM dicabut oleh pemerintah.  

 

METODE PENELITIAN 

Ada dua model penelusuran data yang digunakan dalam kajian ini untuk menelusuri dan 

mengenali data lapangan. Denzin mengingatkan, metode atau strategi kualitatif dalam mendapatkan 

data lapangan selalu bergatung pada kelihaian peneliti untuk menelusurinya. Hal itu karena cara dan 

strategi kualitatif tidak bisa diukur dengan alat-alat tertentu, sehingga kemampuan menggali data 

lapangan sepenuhnya menjadi cara yang diserahkan kepada peneliti (Denzin dan Lincoln 1994). 

Terkait itu, penulis mengandalkan data lapangan dan beberapa dokumen relevan untuk mengantarkan 

pada penjelasan topik kebijakan politik Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dalam konteks 

menejemen pengelolaan hutan. Pertama observasi lapangan dengan langsung menuju lokasi, kedua 

penggunaan metode kualitatif dengan stategi diskusi dan FGD, serta wawancara langsung dengan 

beberapa narasumber. Penulis fokus pada penelusuran data pada Desa Sungaitohor dan Lukun, 

Kecamatan Tebingtinggi Timur. Analisis dilakukan terhadap praktik kebijakan dan pengelolaan hutan 

berbasis organisasi “bentukan negara” dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Data-data 

lapangan penulis analisis untuk membangun argumen apa sebenarnya yang sedang terjadi di 

Tebingtinggi Timur, apa yang dibutuhkan masyaraat dan pengelola hutan, dan sampai dimana proses-

proses menuju tata kelola hutan yang direncanakan. Hasilnya, sejauh ini setelah hampir dua tahun SK 

diberikan oleh KLHK, justru kendala ada pada pengelola hutan itu sendiri. Problem utamanya adalah 

pemetaan spasial untuk lahan-lahan Hutan Desa yang belum bisa dilakukan dan merencanakan 

sekaligus mengelola hutan yang cukup luas. Berdasarkan data di lapangan cara yang diajukan oleh 

pengelola tidak efektif dan membutuhkan dana yang cukup besar, karena tumpuan pengelolaan hutan 

hanya pada segelintir orang yakni pengelola Hutan Desa yang hanya beberapa orang. Sementara ada 

ribuah hektar yang harus dikerjakan. Dengan model demikian, akhirnya banyak yang berfikir jalan 

pintas, yakni fokus pada pemanfaatan kayu hutannya.  

 

PEMBAHASAN DAN HASIL 

Argumen Kebijakan Reforma Agraria-Perhutanan Sosial 

Secara substantif, rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak lagi 

mendefinisikan Reforma Agraria (RA) secara “sempit”, yakni pengaturan kembali atau 

perombakan/penataan struktur penguasaan tanah dengan skema redistribusi berbasis hak milik atas 

tanah (Wiradi 2009, 43, Lipton 2009, 328, Rachman 2017). Dalam sejarah, Reforma Agraria memang 

mengalami banyak perubahan dan tafsir atas praktiknya baik dalam hal model, muatan, tujuan, dan 

fungsinya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan negara yang mempraktikkannya. 

Indonesia sendiri pernah mencita-citakan RA yang ideal yakni penataan struktur penguasaan yang 

revolusioner dengan adil sebagaimana diyakini oleh Sukarno dalam pidato-pidato menjelang 

disahkannya UUPA, “melaksanakan Landreform merupakan bagian mutlak dari revolusi Indonesia” 

(Salim, dkk., 2014, 61). Awal disahkannya UUPA, tiga agenda penting (1960-1965) dijalankan oleh 
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Sukarno: melakukan register atas tanah, mengatur sirkulasi tanah-tanah yang kelebihan berdasar 

aturan dan kemudian di distribusikan kepada petani landless, dan menjabarkan penerapan UUPA 

dalam hal memangkas tanah-tanah yang luasannya melebihi aturan (Utrecht 1969).  

Lebih lanjut, Sirait dalam studinya mencoba mendudukkan pengalaman negara-negara lain yang 

juga mengalami banyak persoalan dalam menjalankan RA, karena dinamikanya begitu besar dan 

problem yang muncul di lapangan cukup dilematis. Beberapa pakar mulai menggugat redistribusi 

tanah (individual) menimbulkan beberapa masalah, sebagaimana studi kasus yang dilakukan di 

Filipina, Vietnam, Laos, Meksiko, dan Indonesia. Faktanya telah terjadi proses eksklusi dan inklusi, 

sebab basis dari ketimpangan dalam struktur agraria bersemayam dalam proses itu. Perolehan lahan 

yang sempit dari redistribusi tanah ikut andil terhadap mudahnya lahan-lahan beralih ke kelompok 

elite lokal dan segelintir orang yang berpengaruh. Tanah kembali terakumulasi pada segelintir orang, 

termasuk mantan pejabat setempat. Akumulasi primitif dan pengumpulan tanah pada kelompok 

tertentu seringkali dari tanah-tanah redistribusi lahan berbasis hak individual (Sirait 2017, 17). Oleh 

karena itu, gagasan redistribusi kolektif yang berbasis hak non individual mengemuka sebagai bentuk 

mencari model bagaimana seharusnya RA yang efektif dilakukan.  

Pengalaman Indonesia, puluhan tahun pasca lahirnya UUPA, jalannya RA lebih banyak pada 

praktik “prosedural” (administratif) yang selama ini dikenal dengan skema redistribusi tanah, bukan 

“penataan penguasaan tanah melalui redistribusi”, bahkan “kita” mereduksi menjadi lebih sederhana, 

“legalisasi aset”. Cara tersebut tidak banyak membantu menyelesaikan ketimpangan strukur 

penguasaan tanah dan konflik agraria yang tiap tahun semakin bertambah, bahkan semakin meluas 

pada semua sektor baik ranah hutan, tambang, dan kelautan (Rachman 2013). Keruwetan itu kini 

semakin bertambah dan negara kesulitan mengurai benang kusutnya akibat tumpang tindih peraturan 

dan overlaping pengaturan kewenangan (Sumardjono 2011).  

Berangkat dari situlah gagasan memperbaiki secara parsial kemudian menjadi cara yang harus 

ditempuh para pengambil kebijakan. Niat mulia meredistribusi hak atas tanah kepada masyarakat yang 

membutuhkan harus digeser dengan berbagai skema yang mudah dikerjakan. RA harus didefinisikan 

ulang sesuai realitas Indonesia hari ini, karena mengandalkan penataan struktur penguasaan tanah dan 

redistribusi dengan status hak milik selain kesulitan pada objek haknya (Tanah Objek Reforma 

Agraria) juga sulit untuk mendapatkan dukungan politiknya. 

Cita-cita menata tanah-tanah absentee dan kelebihan maksimum diyakini banyak pihak akan 

menimbulkan gejolak sosial politik dan itu dianggap memiliki resiko tinggi. Untuk itu kebijakan 

populis yang diagendakan lebih pada pemanfaatan lahan-lahan yang minim resiko. Kerumitan dan 

kesulitan itu disadari betul oleh Joko Widodo dan melirik skema RA dalam bentuk lain sebagai 

jawaban atas kebutuhan rakyat akan tanah. Jokowi mencoba memperluas makna Reforma Agraria 

yang diyakini selama ini yakni, “redis tanah-tanah non hutan dengan skema hak individu” tetapi juga 

meluaskan ke “tanah-tanah hutan”, khususnya hutan negara dengan skema izin pemanfaatan, 

kemudian dikenal dengan Perhutanan Sosial (PS). Keduanya (RA-PS) kemudian disebut juga dengan 

Reforma Agraria yang diperluas (Dirjen Planologi KLHK, 2017). 

Argumen yang dibangun berdasarkan realitas sosial politik dan ekonomi yang terus berkembang 

di Indonesia. Sisi lain para pengambil kebijakan terpojok atas angka-angka yang sering muncul atas 

timpangnya Indeks Gini Penguasaan Tanah di Indonesia, sekalipun tidak ada data resmi yang 

meyakinkan namun indikasi-indikasi ketimpangan akut itu mengemuka dan menggerogoti wibawa 

pemerintah. Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil pada tahun 2016 pernah merilis gini rasio penguasaan 

tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, sekitar 1% penduduk menguasai 58% sumber daya 

agraria, namun tidak pernah ada penjelasan detil darimana angka itu diperoleh dan siapa yang 

melakukan kajian, (http://finansial.bisnis.com). Setara dengan data ketimpangan itu, muncul konflik 

agraria/tenurial yang masif, di sisi lain pada saat bersamaan, pemerintah dengan mudah pula 

mengeluarkan izin-izin penguasaan lahan skala luas, baik HGU, IUP, HTI, dan izin lainnya. Realitas 

yang berlawanan ini sangat ironis dan terus menjadi beban bagi negara. Oleh karena itu butuh 

terobosan bagaimana mengurangi ketimpangan dan konflik tenurial yang terus menerus di-blowup 

sebagai isu yang menyudutkan. 

Salah satu terobosan yang ditawarkan oleh rezim Jokowi-Jusuf Kalla adalah Perhutanan Sosial 

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah kelembagaannya cukup kredibel, lewat 

Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ia menawarkan konsep mudah dan cepat untuk 

menjawab keresahan masyarakat atas tuduhan negara tidak hadir. Alasan itulah kemudian Perhutanan 

Sosial diformalkan dalam bentuk Peraturan KLHK, yakni Peraturan Menteri LHK No. P.32/2015 

tentang Hutan Hak dan Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 
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tentang Perhutanan Sosial, tahun berikutnya kembali dikeluarkan peraturan terkait Perhutanan Sosial 

khusus di wilayah Perhutani yakni Peraturan Meteri LHK No. P 

39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. 

Permen LHK No. 39 secara khusus mengatur pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah kerja 

Perhutani yang ada di Jawa yang luas hutannya sekitar 2.5 juta hektar (Pusat Data dan Informasi 

Setjen. KLHK 2017). 

Skema yang ditawarkan dalam kerangka Perhutanan Sosial relatif sedehana dan mudah, karena 

praktiknya ia hanya izin pemanfaatan dan lahannya adalah “hutan negara”, sehingga tidak 

memerlukan pelepasan kawasan. Ide sederhananya, PS merupakan representasi kata “negara harus 

hadir” sebagaimana bunyi salah satu poin Nawacita. Negara hadir untuk mengurangi ketimpangan 

penguasaan tanah, konflik tenurial, dan meningkatkan kesejahteran serta kemandirian ekonomi 

masyarakat. Gagasan terkait itu kemudian dioperasionalkan dengan 5 skema Perhutanan Sosial: 1. 

Hutan Desa; 2. Hutan Kemasyarakatan; 3. Hutan Tanaman Rakyat; 4. Kemitraan Kehutanan; dan 5. 

Hutan Adat. Izin pemanfaatan itu kemudian diberikan kepada petani dalam jangka waktu 35 tahun, 

dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, dan “dikunci” dengan perjanjian dilarang: 1. Merubah 

fungsi; 2. Meperjualbelikan; 3. Mengagunkan, dan; 4. Menambah/ memperluas lahan tanpa seizin 

KLHK. Pengaturan ini menarik karena memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni adanya kepastian 

akan status lahan yang tidak mungkin berpindah dan hilang dari pemegang izin karena adanya 

perjanjian antara penerima dan pemberi. Di luar itu, skema izin itu juga memudahkan keseluruhan 

kontrol negara dibanding pemberian hak milik yang sepenuhnya menjadi otoritas pemegang hak dan 

negara tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Perhutanan sosial juga dirasa lebih menguntungkan bagi 

Kehutanan dan keberlanjutan lingkungan dikarenakan fungsi hutan tidak berubah.  

Lima skema di atas tidak merubah status “hutan negara” menjadi hutan hak, kecuali untuk 

skema Hutan Adat yang mengalami perubahan status dari hutan negara menjadi hutan hak masyarakat 

adat, sehingga keberadaannya dibutuhkan perda yang mengatur masyarakat hukum adat. Hal ini 

kelanjutan dari pengaturan Permen LHK No. 32 tentang Hutan Hak. Sementara empat skema lainnya 

cukup diatur dalam peraturan menteri dan langsung bisa dieksekusi untuk diberikan kepada 

masyarakat yang membutuhkan. Untuk hutan adat haknya diberikan oleh menteri, namun pengaturan 

lebih lanjut dibutuhkan perda karena kewenangan pemberian kepada masyarakat adat tertentu 

dibutuhkan legitimasi dari pemerintah daerah setempat. 

Sejak tahun 2015, tata kelola hutan Indonesia mengalami perubahan secara mendasar. 

Transparansi yang dibangun oleh KLHK disambut baik sebagai bentuk keterbukaan terhadap 

informasi publik. Sejak KLHK berdiri, baru sekarang memiliki keberanian membuka data ke publik 

sebagai bentuk keseriusan mendisain rencana aksi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Data resmi 

yang dikeluarkan KLHK di bawah menunjukkan ketimpangan yang sempurna sebagaimana selama ini 

terjadi, dan KLHK berusaha membuka diri sekaligus memperbaiki kondisi ketimpangan tersebut. 

Fakta menunjukkan, sampai tahun 2017, akses hutan Indonesia untuk masyarakat hanya 4.14 % 

sementara sektor swasta/korporasi menyentuh angka 95,76%, dan Kepentingan umum 0.10% dari total 

hutan Indonesia sekitar 147 juta Ha. Kondisi ini yang oleh KLHK akan diperbaiki dengan 

mengeluarkan sebagian hutan menjadi objek TORA sekitar 4.5 juta Ha dan memberikan akses hutan 

kepada masyarakat dengan skema Perhutanan Sosial sekitar 12 Juta Ha (KLHK 2018).  
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Gambar 1. Ketimpangan pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat dan Swasta serta Kepentingan Umum. 

Sumber: Paparan Menteri LHK, 3 April 2018. 

 

Hutan Desa Tebingtinggi Timur-Meranti: Berkah atau Petaka 

Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan langsung Surat Keputusan Hutan Desa kepada 7 kepala 

desa di Medan pada 17 Maret 2017. Peristiwa itu menandai satu kisah sukses  dari banyak perjuangan 

agraria di berbagai daerah di Indonesia yang mayoritas menemui kegagalan. Tebingtinggi Timur, 

Kabupaten Meranti hanya noktah kecil dari deretan panjang kisah sedih dan rentetan kegagalan para 

petani memperjuangkan jengkal demi jengkal tanah untuk lahan pengidupannya. Penggalan cerita 

Tebingtinggi Timur "merupakan wujud keberpihakan kecil negara kepada rakyat yang konsisten 

mempertahankan sumber kehidupannya dengan arif dan bijak yang berdasarkan tradisi lokalnya" 

(Komunikasi dengan Kepala Desa Lukun, Lukman, 2018).  

Lalu, bagaimana kelanjutan Hutan Desa akan bemuara dan bagaimana masyarakat memanfaatkan 

untuk meningkatkan kesejahteraannya? Sebuah pertanyaan yang cukup konkrit diajukan karena 

masing-masing desa belum memiliki bayangan yang jelas bagaimana ke depan mengelola Hutan Desa. 

Tujuan pemberian Hutan Desa kepada masyarakat agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk 

meningkatkan kesejahteraan, namun bagaimana mengelola hutan merupakan persoalan tersendiri bagi 

masyarakat. “Kami kesulitan memanfaatkan hutan, karena kami sudah lama tidak bekerja di hutan, 

hanya bagian kecil dari kami yang selama ini memanfaatkan hutan. Yang kami pahami ketika masuk 

hutan adalah menebang kayu alam untuk kebutuhan membangun rumah, dan itu sangat terbatas. Kini 

kami dilarang menebang kayu dan hanya diminta untuk menjaga hutan sambil memanfaatkan lahan di 

sekitaran hutan” (Komunikasi dengan Lukman, Kades Lukun, 18-20 April 2018). 

Situasi kini berbeda dibanding sebelumnya ketika hutan dikuasai oleh korporasi. Ada 

kekhawatiran karena lahan-lahan kami masuk dalam area konsesi, oleh karena itu kami melawan. Kini 

setelah kami menang, kami kebingungan bagaimana memanfaatkannya. Dalam tradisi masyarakat 

adat, membuka hutan untuk lahan penghidupan merupakan keniscayaan, sehingga banyak lahan-lahan 

kami diklaim sebagai wilayah hutan. Setelah kami dimenangkan, kami juga kebingungan karena batas 

hutan alam dengan lahan penghidupan masyarakat tidak dikeluarkan, semua masuk dalam SK Hutan 

Desa, padahal kami dikunci tidak boleh merubah peruntukan kawasan hutan ke non hutan.  

Sisi lain tentu saja para warga dan semua pihak merasa apa yang selama ini diperjuangkan dan 

berhasil merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat, namun dibalik keberkahan itu tersimpan 

keraguan bagaimana memanfatkan hutan untuk kepentingan desa. Satu sisi sebagian masyarakat masih 

belum berubah menebang hutan untuk kepentingan individu, dimana kayu ditebang, lalu dijual untuk 

bertahan hidup, namun ketika rezim berubah, dan hutan menjadi milik desa, ada kegundahan 

bagaimana memanfaatkan hutan secara benar, karena mereka-mereka yang ditunjuk mengelola hutan 

kesulitan mencegah penebang hutan untuk berhenti, apalagi mereka menebang hutan untuk kehidupan 

sehari-hari (Komunikasi dengan Amran, Ketua LPHD Lukun, 18 April 2018).  

Dalam Surat Keputusan Menteri LHK, kewengan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) 

memang masih belum clear, apakah dibenarkan memanfaatkan tegakan untuk kepentingan ekonomi 
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desa, karena di dalam Pasal Keempat ayat 2 menyatakan LPHD memiliki kewenangan untuk 

memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, namun di ayat ke-4 justru menyebut LPHD memiliki 

kewenangan memanfaatkan hasil hutan kayu. Pada point ini terjadi kebingungan, karena masyarakat 

desa mayoritas penerima Hutan Desa ingin memanfaatkan kayu hutan untuk dimanfaatkan sebagai 

sarana peningkatan kesejahteraan, namun berbeda pendapat dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan 

(KPH) Kabupaten Meranti yang menolak gagasan masyarakat dalam Rencana RPHD dan Rencana 

Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD) untuk memanfaatkan kayu hutan. Hal ini yang 

sampai sekarang belum menemukan titik temu, sehingga RKT yang diajukan masyarakat desa masih 

“ditolak” oleh KPH Meranti. Menurut Suhaimi (KPH Meranti), pengelola Hutan Desa tidak boleh 

memanfaatkan kayu hasil hutan alam, kalau mau mengambil kayu hutan, warga harus membuat satu 

lagi izin pemanfaatan kayu hutan alam, dan masyarakat juga harus menanam satu tanaman keras 

sebagai pengganti sebagaimana juga diberlakukan kepada korporasi yang selama ini memiliki izin 

pemanfaatan hasil hutan. 

Selain perbedaan dalam menafsirkan SK yang dikeluarkan oleh Menteri LHK, persoalan yang 

menjadi isu krusial adalah siapa yang harus memanfaatkan. Di dalam SK muncul para pengelola 

Hutan Desa, namun banyak warga ingin juga menikmati hasil kerja mereka selama ini 

memperjuangkan lahan hutan, sementara para pengurus sebagian berfikir bahwa mereka yang akan 

mengelola, dan hasilnya akan didistribusikan kepada masyarakat (Komunikasi dengan Amran, LPHD 

Lukun dan Zamhur LPHD Sungaitohor 17 April 2018). Mekanisme ini relatif rentan karena belum 

tercipta model dan mekanisme yang baku, sebab baru Meranti sejauh ini yang menerima SK Hutan 

Desa, sehingga masyarakat masih meraba-raba bagaimana menejemen pengelolaannya. Ketakutan 

sebagian warga adalah kekeliruan dalam mengelola hutan yang bisa menyebabkan kerusakan di dalam 

penegelolaannya. Semua ketua LPHD saat menerima SK bersepakat bahwa sanggup mengelola hutan 

dan sekaligus menjaga kelestarian hutan, jika hal itu tidak terjadi maka ancaman KLHK jelas izin 

pengelolaannya akan dicabut, diambilalih oleh negara. 

Persoalan lain yang masih mengganjal adalah Hutan Desa yang diberikan kepada masyarakat 

masih menjadi satu kesatuan dengan lahan penghidupan masyarakat. Padahal secara adat, mereka 

masing-masing memahami satu sama lain lahan-lahan yang menjadi milik warga. Kendala terbesar 

tentu saja bagaimana melakukan pemetaan atas lahan-lahan warga yang masuk dalam SK Hutan Desa 

agar bisa dikeluarkan. Hal ini selain tidak tersedia anggaran untuk melakukan pemetaan, juga SDM 

yang dimiliki tidak mahir dalam persoalan tersebut. Permasalahan ini bisa menjadi kendala serius 

karena SK Hutan Desa yang mereka terima secara real di lapangan sebenarnya jauh lebih kecil dari 

jumlah yang tertera. Sampai sekarang memang tidak ada angka pasti berapa persen lahan masyarakat 

yang masuk ke dalam SK karena belum dipetakan, namun warga memperkirakan lebih dari 30 persen. 

Di Tanjungsari bahkan SK Hutan Desa masuk ke pemukiman warga, sementara yang berada di luar itu 

mayoritas juga sudah ada yang memiliki, baik berisi tanaman maupun blukar yang sudah dibuka untuk 

dimanfaatkan (Komunikasi dengan Mulyadi, Kades Tanjungsari dan Sugiman, Ketua LPHD 

Tanjungsari 21 April 2018).   

Yang menjadi ketakutan warga adalah berkah ini bisa menjadi bencana ketika masyarakat yang 

memiliki kemampuan mengelola hutan secara adat dan mengandalkan kearifan lokal tetiba harus 

mengelola hutan dengan sistem menejemen modern, tentu menjadi kendala tersendiri. Ancamananya 

jika gagal sebagaimana tertuang dalam SK Hutan Desa Pasal 6, maka izin kelola akan dicabut oleh 

KLHK (Peraturan menteri KLHK P.83 Pasal 57) dan konsekuensinya lahan-lahan yang masuk dalam 

SK Hutan Desa juga ditarik oleh KLHK. Ini menjadi isu penting bagi warga karena menyangkut lahan 

penghidupan masyarakat.  

Di dalam SK Hutan Desa, penerima wajib membuat Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja 

Tahunan. Pola ini mengacu menejemen modern di dalam pengelolaan hutan. Dalam prosesnya di 

dalam pembuatan RPH dan RKT didampingi oleh Balai Kehutanan, namun beberapa kendala dihadapi 

dalam proses penyusunannya. Sebagian warga menginginkan hutan dikelola sesuai dengan tradisi 

yang selama ini berjalan, yakni diberikan kepada individu-individu, akan tetapi hal itu tidak disetujui 

karena Hutan Desa masuk dalam skema “aset” desa yang dipergunakan untuk kemakmuran seluruh 

warga. Desakan untuk mengelola secara individu dikhawatirkan hanya akan dimanfaatkan kayunya 

saja, sementara menejemen pengelolaan pasca penebangan kayu tidak dipikirkan. Padahal 

keberlanjutan hutan itu menjadi tanggung jawab penerima SK yakni desa-desa yang diberikan izin 

mengelola hutan, sehingga bebannya cukup besar. 
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Perhutanan Sosial di Tebingtinggi Timur 

 

Menteri LHK secara resmi telah memberikan SK Hutan Desa kepada masyarakat Tebingtinggi 

Timur sejak Maret 2017, akan tetapi masyarakat mengalami persoalan di dalam menerapkan 

menejemen modern yang dituntut oleh KLHK. Masyarakat selama ini mengenal sistem pengelolaan 

hutan berbasis kearifan lokal setempat. Asusmsi dasar yang digunakan oleh masyarakat adalah sistem 

yang dibangun secara turun temurun dengan menjaga hutan sebagai bentuk menyelematkan kehidupan 

dan keberlanjutan ekonominya. Sementara KLHK hadir dengan asumsi bahwa masyarakat mampu 

mengelola secara mandiri sesuai kebutuhan yang diinginkan, padahal sosialisasi dan penerapan 

kebijakan KLHK merupakan sesuatu yang baru, bahkan masyarakat tidak mengenalnya. Pada sisi 

inilah letak miss dimana KLHK menuntut dan masyarakat mengalami kebingungan. 

Sistem pengelolaan hutan berbasis menejemen modern yang ditetapkan itu sebagaimana diatur 

dalam Permen LHK, P. 83/2016 yang mensyaratkan pihak-pihak yang mendapat izin mengelola hutan 

dengan skema perhutanan sosial harus mematuhi beberapa persyaratan, diantaranya sebagai inti dalam 

peengelolaan hutan adalah menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan 

Rencana Kerja Tahunan (Salim, Pinuji, dan Utami 2018). Hutan Desa yang diberikan KLHK kepada 

masyarakat Sungai Tohor dan sekitarnya harus dipersiapakan dengan membentuk Rencana 

Pengelolaan hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). RPHD merupakan keseluruhan 

pengelolaan, sementara RKT merupakan rencana kerja jangka pendek (tahunan).  

Jika dilihat dalam Permen LHK P 83/2016, tampak sederhana bagaimana mengusulkan RPHD 

dan RKT, akan tetapi masyarakat harus mendapat pendampingan secara memadai, persoalannya, hal 

itu tidak bisa didapatkan secara intensif. Berbeda dengan PS di Jawa, masyarakat mendapat 

pendampingan penuh untuk mengusulkan rencana kerjanya, sementara di Sumatera merupakan 

sesuatu yang baru. Kebiasaan adat setempat bahwa hutan adalah berkah yang harus dimanfaatkan 

untuk kepentingan ekonomi, kini harus merubah paradigmanya bahwa hutan untuk masa depan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

Perubahan ini tampak gagap, karena sejak diberikan pada tahun 2017, hingga kini masyarakat 

penerima belum berhasil mengusulkan rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka panjangnya 

untuk memanfaatkan Hutan Desa. Di sisi lain, dinas kehutanan setempat tidak terlalu antusias untuk 

mendampingi warganya dalam mengurus perencanaanya, sebab ada miss persepsi diantara mereka 

bahwa masyarakat “dituduh” hanya ingin memanfaatkan kayu di atas hutan alamnya, tidak ingin 

mengelola hutan secara benar. Realitas ini tampak dalam persepsi yang dibangun oleh “dinas” 

kehutanan Meranti yang tidak terlalu fokus di dalam membantu menyelesaikan persoalan menejemen 

pengelolaan hutan desa bagi masyarakat. Seharusnya, para petani penggarap hutan mendapatkan 

penyuluhan yang memadai atau meningkatkan kapasitasnya untuk mengelola kawasan hutan secara 

komprehensif, karena jika masyarakat dibiarkan secara bebas dengan persepsinya, potensi kegagalan 

di dalam mengelola hutan desa yang sudah diberikan kepada masyarakat oleh KLHK (Suwarti dkk. 

2015, 195).  

Dalam sebuah diskusi dengan dinas kehutana Meranti (KPH Meranti) menolak RPHD-RKT yang 

diajukan oleh masyarakat desa, karena dianggap melanggar peraturan dengan memanfaatkan hasil 

hutan tanpa mengajukan izin lainnya. Perdebatan ini sulit diselesaikan karena masing-masing memiliki 

pemahaman yang berbeda atas tafsir P 83/2016. Pasal 4 menyebut masyarakat boleh memanfaatkan 

hasil hutan bukan kayu dan sekaligus kayu, kecuali untuk hutan yang diproyeksikan sebagai hutan 

alam untuk menjaga ekosistem hutan.  Namun perbedaan penilaian itu terletak pada ayat 2 yang 

mengatakan dilarang memanfaatkan hasil hutan kayu. Menurut penulis, mestinya ayat itu dibaca 

dalam satu kesatuan pemanfaatan, bukan terpisah. Oleh karena itulah mengapa masyarakat penerima 

Hutan Desa harus membuat RPHD dan RKT, karena di situlah letak kejelasan wilayah mana saja yang 

akan dimanfaatkan dan wilayah mana yang akan dijadikan hutan lindung. Jikapun masyarakat dilarang 

memanfaatkan kayu hasil hutan, hal itu sangat dirugikan, karena desa tetap saja akan kehilangan kayu-

kayu dari Hutan Desa wilayahnya, sebab illegal loging juga masih terus terjadi (Komunikasi dengan 

Lukman, 18 April 2018).   

Problem berikut yang muncul adalah luasnya lahan hutan yang diberikan oleh negara kepada desa 

sementara desa tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup, modal yang memadai, dan akses 

yang diberikan. Desa Lukun misalnya, mendapat 2.446 Ha Hutan Desa, sekitar 10 persennya sudah 

dikelola masyarakat sebagai lahan penghidupan, sementara di Desa Sungaitohor sekitar 30 persen 

sudah menjadi tanamaan penghidupan bagi warga, terutama tanaman sagu. Sementara Desa 

Tanjungsari jauh lebih luas yang sudah dikuasai masyarakat, karena peta Hutan Desa masuk ke 
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pemukiman warga. Kembali ke prsoalan SDM, luasnya lahan Hutan Desa sulit untuk dikontrol oleh 

pemegang izin, karena lembaga desa yang dibentuk untuk mengelola yakni Lembaga Pengelola Hutan 

Desa (LPHD) tidak memiliki perangkat yang cukup, modal, dan tidak memiliki kemampuan untuk 

meakukan pengawasan. Padahal, fakta di lapangan, tak terhindarkan bahwa illegal logging terus 

terjadi. 

Hal yang menarik dalam praktik pengelolaan hutan desa versi masyarakat adalah pola 

pencegahan bencana yang dipraktikkan secara adat. Selama ini, pola tanam dan tata kelola lahan 

gambut oleh perusahaaan besar dengan sistem membangun kanal, dan pola ini menyebabkan tanah 

gambut mengering dan mudah terbakar. Kearifan lokal masyarakat menunjukkan bahwa sistem 

pemanfaatan iklim tropis dimana curah hujan tinggi mampu dimanfaatkan dengan membangun kanal 

yang rendah namun dengan pola tebat (sekat kanal), atau pembendungan pada tiap-tiap kanal dengan 

jarah sekitar 500 meter. Pembendungan ini berfungsi efektif karena mampu menahan air menuju 

sungai-laut agar posisi air selalu sejajar dengan tanaman masyarakat, khusunya sagu. Jika posisi air 

sejajar dengan tanaman, maka distribusi air akan menyebar dan merata ke lahan-lahan masyarakat, 

sehingga lahan sagu bisa tetap basah atau lembab. Jika demikian, sekalipun musim kemarau panjang 

tiba, warga mampu mengontrol lahan masyarakat dengan pola ini. Pola tebat cukup meanrik dan 

menjadi studi-studi tiru diberbagai daerah lahan gambut yang dipraktikkan oleh BRG. Karena 

faktanya pola ini cukup mampu mengurangi keirngnya lahan dan menghindari bencana kebakaran.  

 

 

Gambar 2. Presdien Joko Widodo meresmikan pembangunan tebat (sekat kanal) di Sugaitohor, 27 November 

2014. Sumber: Greenpeace Indonesia 

 

 

Gambar 3. Pola tebat (sekat kanal) yang dibangun di berbagai desa atas dukungan Badan Restorasi Gambut 

(BRG) terbukti efektif untuk mengurangi bencana kebakaran.  
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KESIMPULAN 

Kebijakan baik negara kadang tidak mudah dijalankan pada level tapak, karena perbedaan 

persepsi, kultur, dan polakerja terkadang justru menjadi penghambat nyata. Apa yang dilakukan oleh 

KLHK dengan meredistribusi lahan hutan kepada desa sebagai upaya menunjukkan negara hadir untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak serta merta selesai pada proses “pemberian” lahan. Di 

Sungaitohor dan desa sekitarnya pasca pemberian Hutan Desa justru menemukan problem utamanya, 

yakni  menejemen pengelolaan modern yang dituntut oleh negara. Masyarakat gagap karena negara 

tidak hadir secara penuh pasca pemberian lahan, yakni pendampingan yang memadai, pemberian akses 

modal, dan penyiapan SDM yang mumpuni. Realitas itu terekam di 7 desa yang mendapat Hutan Desa 

hasil dari pemberian KLHK. Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk 

memanfaatkan Hutan melalui Perhutanan Sosial, namun prosedur, petunjuk teknis dan skema tidak 

diberikan pendampingan kepada masyarakat. Dalam hal ini seolah terdapat ketidaksiapan Pemerintah 

dalam menyusun bagaimana skema perhutanan soasial yang komprehensif dari hulu hingga hilir. PS di 

Sungai Tohor ini hendaknya menjadi koreksi dan evaluasi bagi KLHK sehingga Perhutanan Sosial 

yang telah diberikan mampu memberikan kesejahteraan secara nyata kepada masyarakat. 

Ketidakmampuan masyarakat dalam mengejawantahkan peraturan dan seperti apa mengelola PS 

hendaknya Pemerintah hadir melalui pendampingan secara intensif. Kondisi yang terjadi di 

Sungaitohor ini sebenarnya menjadi tantangan, karena desa yang selama ini menuntut lahan harus 

bertanggung jawab untuk mengelola secara benar, agar anak cucuk mereka tetap mendapatkan haknya. 

Persoalan memang terjadi di lapangan, namun wajah optimis tetap muncul pada para pengelola Hutan 

Desa yang diberi kewenangan. Persoalannya hanya butuh waktu dan komunikasi secara intensif, 

sekaligus berbagai stakeholder untuk fokus pada pengelolaan dan tata kelola hutan yang baik. 

Secara historis, warga memiliki sistem dan tata kelola sendiri di dalam menyelamatkan hutan dari 

berbagai bencana, dan itu adalah modal besar yang penting untuk dimanfaatkan serta dikapitalisasi. 

Sistem tebat yang dibangun terbukti mampu membantu menyelamatkan hutan dan desa warga dari 

ancaman kebakaran yang mematikan. Sejak tebat diterapkan, kebakaran terkahir terjadi pada tahun 

2014, dan hingga kini tidak lagi ditemukan kebakaran lahan dalam skala besar. Hal ini terjadi akibat 

kesadaran warga di dalam mengelola kanal-kanal yang dibangun warga untuk menyelamatkan lahan 

penghidupan dan hutan sagu mereka.  
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